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Abstrak

Fenomena demonstrasi besar di Indonesia pada Agustus - September 2025
dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR menjadi bukti nyata bagaimana media
digital membingkai informasi. Kondisi ini diperkuat oleh langkah pemerintah
yang membatasi akses media sosial melalui penghentian layanan TikTok Live
serta sensor terhadap konten di Instagram dan YouTube. Akibatnya, publik
hanya menerima pemberitaan dari media digital yang menonjolkan informsai
kerusuhan dan ancaman keamanan, sementara ruang komunikasi terkait
tuntutan masyarakat dihilangkan. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan
pola framing yang digunakan media serta menjelaskan konsekuensinya
terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori framing Robert N.
Entman yang menekankan empat fungsi utama framing, yaitu pendefinisian
masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui studi
dokumentasi pemberitaan media digital dan media sosial terkait demonstrasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa framing media menempatkan demonstrasi
sebagai tindakan anarkis yang mengancam ketertiban, dengan demonstran
diposisikan sebagai penyebab kerusuhan. Pemerintah memperkuat narasi ini
dengan pembatasan media sosial, sehingga ruang komunikasi publik
menyempit dan suara kritis sulit terdengar. Kesimpulannya, framing media
digital dan pembungkaman media sosial tidak hanya menciptakan persepsi
publik yang timpang, tetapi juga berpotensi mengikis kebebasan berekspresi
dan melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Framing Media, Robert N. Entman, Kebebasan Komunikasi.

Abstract

The phenomenon of large demonstrations in Indonesia in August-September
2025, triggered by an increase in DPR allowances, is clear evidence of how digital
media frames information. This situation was exacerbated by the government’s
decision to restrict access to social media by suspending TikTok Live services and
censoring content on Instagram and YouTube. As a result, the public only
received news from digital media that highlighted information about riots and
security threats, while the space for communication related to public demands
was eliminated. The purpose of this study is to describe the framing patterns used
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by the media and explain their consequences for democracy. This research uses
Robert N. Entman's framing theory, which emphasizes four main functions of
framing, namely problem definition, diagnosis of causes, moral assessment, and
solution recommendations. The method used is descriptive qualitative research
through a study of digital media and social media coverage related to the
demonstrations. The results of the analysis show that media framing positions
the demonstrations as anarchic acts that threaten order, with the demonstrators
positioned as the cause of the riots. The government reinforced this narrative by
restricting social media, thereby narrowing the space for public communication
and silencing critical voices. In conclusion, digital media framing and social
media silencing not only create a skewed public perception but also have the
potential to erode freedom of expression and weaken the quality of democracy
in Indonesia.

Keywords: Media Framing, Robert N. Entman, Freedom of Communication.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak
kepada pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama
(Sari et al,, 2024). Di era digital, media digital menjadi sarana utama dalam
menyebarkan informasi karena mampu menjangkau masyarakat secara luas
dan cepat. Melalui media digital, pesan dapat diproduksi, dipublikasikan, dan
diakses secara masif hanya dalam hitungan detik (Zuniananta, 2020). Hal ini
membuat masyarakat lebih mudah mengetahui peristiwa yang sedang terjadi,
termasuk isu-isu sosial maupun politik. Namun, cara penyampaian pesan
dalam media digital tidak pernah netral sepenuhnya, karena informasi dapat
dibentuk sesuai kepentingan tertentu. Proses pembentukan pesan inilah yang
kemudian dikenal dengan istilah framing (Nurhayati & Laksmi, 2023).

Framing adalah cara media memilih, menonjolkan, dan menekankan
aspek tertentu dari suatu peristiwa sehingga memengaruhi cara pandang
publik. Dalam media digital, framing sangat kuat karena pesan yang
ditampilkan sering kali dibungkus dengan judul menarik, gambar provokatif,
dan susunan cerita yang dapat menggiring opini (Angin & Surbakti, 2024).
Misalnya, sebuah peristiwa bisa ditampilkan sebagai aksi heroik atau justru
anarkis, tergantung pada bagaimana media meramunya. Pola framing ini
menjadi salah satu alasan mengapa media digital tidak sekadar
menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk persepsi masyarakat.
Akibatnya, informasi yang diterima publik sering kali sudah melalui proses
penyaringan dan penekanan tertentu (Pitono & Dharmawan, 2025).

Fenomena demonstrasi di Indonesia beberapa bulan terakhir
memperlihatkan bagaimana framing media digital bekerja. Banyak
pemberitaan lebih menonjolkan kericuhan, bentrokan, atau aksi pembakaran
fasilitas umum, sehingga masyarakat lebih mengenal demonstrasi sebagai
tindakan anarkis. Padahal, tuntutan yang menjadi alasan demonstrasi sering
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kali tenggelam di balik narasi tersebut. Ketika media lebih memilih
menekankan sisi kerusuhan, publik cenderung melihat demonstrasi bukan
sebagai ruang penyampaian aspirasi, melainkan ancaman bagi keamanan.
Gambaran inilah yang akhirnya membentuk cara masyarakat menilai aksi
massa secara umum (Iriansyah, 2025).

Untuk meredam dampak dari narasi demonstrasi yang dianggap
anarkis, pemerintah biasanya melakukan intervensi terhadap media digital.
Salah satu caranya adalah dengan mendorong pemberitaan yang menekankan
sisi keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemerintah juga kerap melakukan
pembatasan akses pada beberapa platform media sosial dengan alasan
mencegah penyebaran hoaks atau provokasi. Melalui langkah ini, arus
informasi dapat dikendalikan agar tidak semakin memicu kericuhan. Pada
dasarnya, strategi ini adalah bentuk framing dari pihak pemerintah untuk
menjaga stabilitas situasi.

Framing yang dilakukan pemerintah membawa dampak ganda bagi
masyarakat. Di satu sisi, langkah tersebut bisa membantu mencegah
penyebaran isu-isu yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Namun, di sisi
lain, pembatasan informasi sering kali menimbulkan kesan adanya
pembungkaman media. Hal ini membuat suara masyarakat yang berbeda atau
kritis menjadi sulit terdengar di ruang publik. Kondisi ini dapat menimbulkan
kecurigaan bahwa pemerintah lebih mementingkan menjaga citra daripada
memberikan informasi yang seimbang. Akibatnya, kepercayaan publik
terhadap media maupun pemerintah bisa menurun (Nelwan et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Iriansyah, 2025)
menunjukkan bahwa dalam pemberitaan demo mahasiswa, media lebih
banyak menekankan sisi keamanan dan kerusuhan, sementara tuntutan
massa jarang diangkat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan
dalam penyajian informasi. Sementara itu, penelitian oleh (Apriyani, 2021)
menemukan bahwa pembatasan media sosial selama aksi demonstrasi
mengurangi akses masyarakat terhadap informasi alternatif. Akibatnya,
masyarakat sulit mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai alasan di
balik demonstrasi. Penelitian lainnya oleh (Ningrat & Nulhagim, 2023)
menekankan bagaimana pemerintah menggunakan kontrol teknologi
komunikasi untuk mengelola opini publik. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa langkah tersebut sering kali berujung pada
pembungkaman suara kritis di media digital. Ketiga penelitian ini secara
umum memperlihatkan bahwa framing media dan pembatasan informasi
berkontribusi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang
beragam. Akibatnya, kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi menjadi
terancam.

Sudah banyak penelitian yang membahas pembatasan media sosial
yang dilakukan pemerintah. Adapun alasan pembatasan media sosial yang
dilakukan oleh pemerintah karena menjaga keamanan dan ketertiban umum,
pencegahan penyebaran hoaks dan konten provokatif, mencegah adanya
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eskalasi kejahatan, serta penertiban konten berbahaya. Pemerintah
berargumen pembatasan dilakukan untuk menjaga keamanan nasional dan
ketertiban umum. Meminimalisir penyebaran berita hoaks yang bersifat
hasutan, karena berita tersebut nantinya dapat memperburuk kondisi di
lapangan. Pada penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih
menekankan pada konteks framing yang mengarah pada pembungkaman
media digital oleh pemerintah. Fokus ini penting karena belum banyak
penelitian yang secara langsung menghubungkan framing pemerintah dengan
strategi untuk meredam demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran
baru mengenai praktik komunikasi politik di Indonesia.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat lebih jauh
bagaimana framing pemerintah dalam media digital memengaruhi
pemberitaan demonstrasi. Penting untuk dipahami bahwa media tidak hanya
menjadi perantara informasi dan media komunikasi, tetapi juga arena tarik-
menarik kepentingan. Dengan memahami pola framing pemerintah, kita dapat
melihat dampaknya terhadap kebebasan media serta ruang bagi masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang utuh. Penulisan paper ilmiah ini juga
menjadi langkah awal untuk menelaah lebih kritis peran media digital dalam
peristiwa politik di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan
masalah yang telah dirumuskan. Pertama, memberikan pemahaman mengenai
pola framing yang dilakukan pemerintah dalam pemberitaan demonstrasi.
Kedua, menguraikan dampak framing tersebut terhadap kebebasan media dan
ruang komunikasi masyarakat. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat
memberi gambaran lebih jelas mengenai dinamika antara pemerintah, media,
dan masyarakat dalam situasi demonstrasi.

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis,
hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan
dalam merancang strategi komunikasi publik yang tidak hanya menjaga
ketertiban, tetapi juga menghargai kebebasan berekspresi. Secara teoritis,
penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai framing media digital
dan praktik pembungkaman media yang dilakukan pemerintah dalam
menghadapi aksi demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi
rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang komunikasi politik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama,
bagaimana framing pemerintah melalui media digital membentuk narasi
pemberitaan demonstrasi? Kedua, bagaimana dampak dari framing tersebut
terhadap kebebasan media dan ruang komunikasi masyarakat? Kedua
pertanyaan ini akan menjadi dasar analisis yang dibahas dalam penelitian ini.
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KERANGKA TEORI
Teori Framing

Teori framing Robert N. Entman memberikan kerangka kerja penting
dalam menganalisis bagaimana media menyusun sebuah berita agar memiliki
kekuatan naratif yang dapat memengaruhi pandangan publik. Konsep ini
menegaskan bahwa setiap berita tidak pernah sepenuhnya netral, karena
media selalu melakukan seleksi fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta
mengabaikan bagian lain sesuai dengan kepentingan ideologi maupun politik.
Sehingga, framing menjadi konsep nyata yang berfungsi bukan hanya untuk
menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk cara masyarakat
memahami realitas sosial dan politik

Framing Robert N. Entman memberikan kerangka kerja penting dalam
menganalisis bagaimana media menyusun sebuah berita agar memiliki
kekuatan naratif yang dapat memengaruhi pandangan publik. Teknik ini
menjelaskan bahwa dalam proses framing, media melakukan empat hal
utama, yaitu menentukan masalah spesifik (define a specific problem),
mendiagnosis penyebab masalah (diagnose a cause of the problem),
memberikan penilaian moral (make a moral judgment about the problem), dan
menyarankan solusi (suggest remedies to the problem). Keempat elemen
tersebut bekerja sama membentuk sebuah bingkai berita yang tidak hanya
sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengarahkan interpretasi
dan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan media (Nurhayati & Laksmi,
2023). Sehingga, teknik framing bukan hanya soal bagaimana berita dikemas,
tetapi juga bagaimana fakta-fakta dipilih dan dihubungkan satu sama lain
untuk menciptakan narasi yang kuat dan bermakna.

Gambar 1. Teknik Framing R.N.Entman

‘ Teknik Framing R. N. Entman
_ I
[ . | | . | i
Membuat ‘ Menckankan

Masalah Masalah

Definisi Penyebab
Keputusan Penyelesaian

Sumber: (Nurhayati & Laksmi, 2023)

Dalam konteks media digital, mekanisme framing tidak hanya hadir
dalam pemberitaan media online, tetapi juga dalam algoritma platform yang
memengaruhi visibilitas isu di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan
bahwa teori framing tetap relevan, tetapi mengalami perluasan ranah
penerapan. Menurut Muzakkir (2021), konsep nyata dari analisis framing juga
berguna untuk membedah ideologi dan strategi media dalam menyajikan
berita. Melalui teknik ini, dapat dipahami bagaimana media memilih,
merangkai, dan menonjolkan fakta agar berita menarik, mudah diingat,
sekaligus menggiring pemahaman publik sesuai perspektif media. Hal ini
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mengungkap bahwa pemberitaan tidak netral, melainkan sarat dengan
penataan cerita yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Dengan
menyadari konsep nyata ini, audiens didorong untuk lebih kritis terhadap
pesan media. Selain itu, Sukmawati (2023) menambahkan bahwa analisis
framing meliputi empat konsep nyata lain yang penting, yaitu pendefinisian
masalah, identifikasi aktor atau protagonis penyebab masalah, penilaian
moral, serta solusi atau rekomendasi penyelesaian. Elemen-elemen ini
menegaskan bahwa framing tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi
juga memproduksi makna dan nilai bagi pembaca.

Penggunaan teori framing R. N. Entman sebagai konsep nyata dalam
penelitian ini sangat sesuai dengan judul dan tujuan penulisan paper ilmiah
ini, yakni melihat bagaimana media digital membingkai pemberitaan
demonstrasi di Indonesia. Teori ini memberikan alat analisis sistematis untuk
memahami bagaimana media cenderung menekankan kerusuhan dan
menutupi konteks sosial dari demonstrasi. Dengan demikian, teori framing
digunakan agar penelitian ini tidak hanya menjelaskan proses komunikasi,
tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik jurnalistik membentuk opini
publik. Melalui perspektif ini, penulis berharap membuka ruang diskusi kritis
terkait keterbatasan komunikasi masyarakat akibat framing media yang berat
sebelah serta intervensi pemerintah dalam mengendalikan informasi selama
demonstrasi di Indonesia.

Menurut Lim (2024), tentang politik media sosial di Asia Tenggara
semakin mempertegas bahwa negara-negara dengan penetrasi internet tinggi
dan sistem politik yang masih berproses menuju demokrasi cenderung
mengalami “perang framing” antara media arus utama, pemerintah, dan
wacana alternatif di media sosial. Dengan demikian, menempatkan Indonesia
dalam kerangka perbandingan regional akan memperkaya pemahaman
tentang bagaimana media digital tidak hanya melaporkan demonstrasi, tetapi
juga secara aktif membentuk cara publik memaknai aksi-aksi tersebut.

Media Digital

Menurut (Fadila et al,, 2021), media digital adalah sarana komunikasi
berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pesan diproduksi,
dipublikasikan, dan diakses secara masif dalam waktu singkat. Sementara itu,
(Ulfia et al, 2024) menjelaskan bahwa media digital merupakan platform
komunikasi modern yang tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi,
tetapi juga memberikan ruang interaksi dua arah antara pengirim dan
penerima pesan. Dari dua pengertian ini, dapat dipahami bahwa media digital
memiliki karakteristik utama berupa kecepatan, jangkauan luas, serta
kemampuan interaktif yang membedakannya dari media konvensional.

Media digital dalam praktiknya sering digunakan untuk menyampaikan
isu-isu sosial maupun politik yang berkembang di masyarakat. Kecepatan arus
informasi memungkinkan publik dengan mudah mengikuti perkembangan
peristiwa, termasuk demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Namun,
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penyajian berita melalui media digital tidak sepenuhnya bersifat netral karena
setiap pesan dapat dibentuk sesuai kepentingan tertentu. Framing yang
dilakukan media, misalnya dengan menekankan sisi kerusuhan dan
kekacauan, membuat masyarakat lebih mengenal demonstrasi sebagai
tindakan anarkis daripada ruang penyampaian aspirasi. Dengan demikian,
media digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik melalui
pilihan narasi yang ditampilkan (Kamelia & Nusa, 2018).

Demonstrasi

Demonstrasi merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka
umum yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat dengan
tujuan menyuarakan aspirasi, protes, atau tuntutan terhadap kebijakan
maupun kondisi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi
merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai
wujud partisipasi dalam kehidupan demokrasi. (Pitono & Dharmawan, 2025)
menjelaskan bahwa demonstrasi tidak hanya menjadi sarana protes, tetapi
juga ruang komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan
demikian, demonstrasi dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan
berpendapat yang sah, meskipun dalam praktiknya sering kali dipersepsikan
berbeda tergantung pada cara pemberitaan dan bingkai media yang
digunakan.

Menurut Tufekci (2017), media sosial mampu mempercepat proses
koordinasi, menyebarkan informasi secara real-time, dan membangun
solidaritas lintas kelompok. Namun, ia juga menekankan kerentanannya,
seperti mudahnya gerakan digital direpresi melalui sensor atau disinformasi
yang tersebar di platform daring. Hal ini relevan untuk melihat bagaimana
framing media digital membentuk persepsi terhadap demonstrasi di
Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan pendekatan
yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Penelitian jenis ini
bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks
dan proses suatu peristiwa tanpa menggunakan metode kuantitatif atau
statistik (Waruwu, 2023). Dalam penulisan paper ilmiah media digital dan
framing pemberitaan demonstrasi ini, metode deskriptif kualitatif
memungkinkan peneliti untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi isi
berita secara detail sehingga dapat mengetahui bagaimana media membentuk
narasi dan opini publik melalui framing yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif memberi ruang bagi peneliti
untuk mendalami setiap unsur dan strategi yang dipakai dalam pemberitaan,
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termasuk seleksi fakta, penyajian berita, dan makna yang terkandung di
dalamnya. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan sumber berita media
digital utama yang membahas demonstrasi, kemudian dianalisis dengan
teknik framing Robert N. Entman. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana
berita diberi bingkai tertentu sebagai strategi komunikasi yang tidak hanya
menyajikan fakta namun juga membentuk persepsi masyarakat terhadap
demonstrasi sebagai suatu peristiwa sosial politik (Nurrisa et al., 2025).

PEMBAHASAN

Pada tahun 2025, Indonesia diguncang oleh demonstrasi besar yang
berawal dari penolakan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan gaji anggota
DPR serta tindakan para anggota DPR yang berjoget dan diduga bersuka cita
atas kenaikan gaji sebesar tiga juta per hari dan tunjangan rumabh, di tengah
kondisi ekonomi sulit yang dialami masyarakat. Aksi demonstrasi berlangsung
di banyak kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga
Makassar. Ribuan orang, termasuk mahasiswa dan public figure, turun ke jalan
dengan membawa berbagai spanduk dan seruan agar DPR membatalkan
keputusan tersebut. Suasana awalnya berjalan damai dan kondusif, di mana
masyarakat hanya membacakan tuntutan di depan gedung DPR. Namun, pada
hari-hari berikutnya situasi berubah menjadi kericuhan besar yang
menimbulkan kerugian di banyak sektor.

Kerusuhan terjadi di berbagai titik, diantaranya Gedung DPR daerah
menjadi sasaran kemarahan massa, beberapa di antaranya dibakar hingga rata
dengan tanah. Rumah para pejabat, termasuk rumah menteri dan anggota
DPR, dijarah oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan suasana kacau.
Tidak hanya itu, fasilitas umum juga hancur akibat bentrokan antara aparat
keamanan dengan massa. Di beberapa kota, transportasi lumpuh karena jalan
utama diblokade, dan toko-toko terpaksa tutup untuk menghindari
penjarahan.
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Gambar 2 dan 3 Demo ricuh di Unisba dan Unpas

Demo Ricuh di Unisba, Mahasiswa dan Polisi Ungkap Kronologi
Berbeda

Kompe:

' "® Linat Foto

sekitar Kampus Universitas
Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas), Jalan
Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/9/2025) malam.

Insiden itu bermula usai demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa
Barat yang berakhir ricuh.

Mahasiswa menyebut aparat menembakkan gas air mata ke dalam
kampus hingga menyebabkan korban luka, sementara polisi
membantah dan menyebut ada provokator berpakaian hitam yang

Home > News > Jawa Barat

Rektor Unisba: Kericuhan di Kampus
Tamansari Disusupi Gerombolan Tak
Dikenal

02 sep 2025,1214 WiB

Massa bertahan di sekitar kampus setelah aksi demo berakhir, mericu
kericuhan di beberapa titik di Bandung.

Ada kemungkinan mahasiswa Unisba terlibat dalam kericuhan, namun
rektor memastikan tidak dilakukan oleh kelompok mahasiswa.

Tidak ada aparat TNI dan Polri yang masuk ke area kampus saat kericuhan
terjadi, hanya demonstran yang disebut melakukan sweeping ke area
kampus.

sengaja memancing bentrokan.

Sumber : (Kompas.com, 2025) dan (JABAR, 2025)

Di Bandung, kerusuhan ini berdampak langsung pada dunia
pendidikan. Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan
(Unpas) yang letaknya tidak jauh dari titik aksi, ikut terkena imbas. Aktivitas
perkuliahan terhenti karena lingkungan kampus tidak lagi aman. Banyak
mahasiswa yang ketakutan karena gedung kampus sempat dilempari batu,
bahkan beberapa ruangan mengalami kerusakan. Suasana mencekam
membuat mahasiswa harus dievakuasi dan diarahkan pulang lebih cepat.
Selain kerugian materi berupa kerusakan fasilitas kampus, mahasiswa juga
mengalami trauma. Mereka yang sehari-hari datang untuk belajar kini
menghadapi situasi penuh asap, teriakan, dan bentrokan yang mengganggu
mental serta konsentrasi mereka.

Pemberitaan mengenai demonstrasi ini tersebar luas melalui media
digital. Portal berita besar di Indonesia seperti Kompas.com, Detik.com, dan
Tempo.co menjadikannya sebagai berita utama. Namun, sudut pemberitaan
yang diangkat kebanyakan lebih menekankan pada kerusuhan dan aksi
kekerasan. Judul-judul berita dipenuhi dengan kata-kata keras seperti
“Kerusuhan Meluas,” “Gedung DPRD Dibakar,” atau “Deretan Aksi Penjarahan.”
Liputan semacam ini membuat masyarakat yang membaca berita lebih
terfokus pada gambaran kerusuhan dibanding memahami alasan mengapa
masyarakat sampai turun ke jalan.

Gambar 4 dan 5 Deretan aksi penjarahan rumah DPR dan Bakar Gedung
DPRD
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Deretan Aksi Penjarahan di Rumah Massa Demo Bakar Gedung DPRD Makassar, 3
Anggota DPR, Massa Ambil Barang Orang Tewas
Elektronik hingga Kucing

Foto: Kantor dibakar massa. (Sahrul

Makassar - Aksi demonstrasi di Makassar berujung pembakaran gedung
DPRD Makassar. Akibat pembakaran itu, 3 orang meninggal dunia,
sementara 5 lainnya luka-luka.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar M Fadli Tahar menjelaskan, tiga

korban yang meninggal dunia terdiri dari 2 orang pria dan seorang
Penjarah terjadi di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, wanita. Dua korban meninggal saat sudah dibawa ke rumah sakit.
hingga Nafa Urbach.

"Meninggal 3 orang," ujar Fadli melansir detikSulsel, Sabtu (30/8/2025).

Rumah sejumlah anggota DPR ini menjadi sasaran kemarahan Sementara lima korban luka-luka dari 3 orang luka berat, dan 2 lainnya

massa |lantaran dinilai tak simpatik saat menanggapi kritik luka sedang. Para korban masih menjalani perawatan

publik. "Ini data terakhir, anggota masih asesmen," sambungnya.

Sumber : (Kompas.com, 2025), (Mappiwali, 2025)

Media online Kompas.com memberikan laporan detail tentang
penjarahan yang terjadi di Jakarta dan Bandung, lengkap dengan foto-foto
warga yang membawa barang dari rumah pejabat. Detik.com bahkan
mengunggah video pembakaran Gedung DPR di Makasar, yang kemudian viral
karena memperlihatkan kobaran api besar dan kepanikan warga sekitar.
Sementara itu, Kaltimpost.com dan Wartakotalive.com juga mengulas
ketegangan antara aparat dan massa di jalan-jalan utama. Dari semua liputan
ini, yang muncul ke permukaan adalah citra demonstrasi sebagai tindakan
anarkis, padahal inti tuntutan yaitu penolakan kenaikan tunjangan DPR
hampir tidak mendapatkan ruang pemberitaan yang luas.

Pemberitaan tidak berhenti di dalam negeri saja, karena media
internasional seperti RFl.com, CAN.com, Reuters.com juga ikut menyoroti
demonstrasi di Indonesia. Judul yang digunakan menggambarkan kondisi
negara sedang tidak stabil dengan adanya penjarahan ke rumah menteri
keuangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembaca luar
negeri. Narasi ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam membatasi ruang
gerak media. Liputan media diarahkan agar hanya menyoroti kerusuhan di
beberapa titik, sementara aksi damai di tempat lain jarang disorot. Dengan
demikian, seolah-olah keseluruhan demonstrasi identik dengan tindakan
anarkis, sementara suara masyarakat yang menuntut keadilan hampir
tenggelam.
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Gambar. 6 Indonesian finance minister’s home looted as protest anger grows

inister Sri Mulya South Tangerang, a

g the capital Jakarta, was ransacked in the early hours of Sunday in two waves, said neighbour
.

m - i _ The house
by

Damianus Rud

" “In the first group of looters, there were dozens of motorcycles ridden by two to three people each. In the second

Indonesian finance minister's home looted as group, there were around 150 people; the 34-year-old told AFP.

protest anger grows
" The

“They looted a television, sound system, living room decorations, clothes, plates, bowls."

St

was not inside the house when the incident occurred, state news agency Antara reported, citing two

She is an influential figure who once served as managing director of the World Bank and has served as finance

minister for three different presidents.

Soldiers were guarding her residence on Sunday afteroon, when an AFP journalist saw trucks carrying away

some objects from the house.

Several other law

cluding the house of Ahmad Sahroni
from the NasDem pa g coal

Antara reported

acked the property on Saturday night
and damaged objects,

The house of another NasDem party politician, Nafa Urbach, was ransacked early Sunday, local media reported
citing a witness.

Amob stormed the house of lawmaker Eko Hendro Pumomo on Saturday night, Antara reported.

Protests have spread to other major cities, including Yogyakarta, Bandung, Semarang and Surabaya in Java, and
Medan in North Sumatra province.

025 AF

Sumber : (RFl.com, 2025)

Gambar 7. Prostesters in Indonesia

Protesters in Indonesia slam new US$3,000 monthly
housing perk for MPs, who defend it as ‘carefully
calculated’

president
austerlty to finance his government’s ambiti

3 ...... or

19000000

JAKARTA: Hundreds of Indonesians took to the streets on Monday (Aug 25) to
protest perks such as new and increased monthly allowances for Members of
Parliament (MPs) at a time of economic uncertainty and government austerity
measures.

A new monthly housing allowance of 50 million rupiah (US$3,075) for MPs Is
almost 10 times the minimum wage in Indonesia’s capital and biggest city, Jakarta.

Sumber : (Channelnewsasia.com, 2025)

Melihat tindakan pemerintah tersebut, masyarakat berusaha
menyiarkan kondisi sebenarnya di lapangan melalui fitur TikTok Live dengan
harapan pemberitaan menjadi lebih berimbang. Banyak video menampilkan
aksi damai, solidaritas mahasiswa, hingga tindakan aparat dalam
membubarkan massa. Namun, pemerintah mengambil langkah tegas dengan
menonaktifkan layanan TikTok Live streaming pada tanggal 15 hingga 20
Agustus 2025, tepat pada masa puncak demonstrasi. Keputusan ini membuat
siaran langsung yang biasanya memberi gambaran utuh tentang situasi di
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lapangan tiba-tiba menghilang. Akibatnya, publik kembali bergantung pada

pemberitaan media arus utama yang lebih banyak menyoroti kerusuhan.

Gambar 8. Tiktok Live diblokir saat Demo

TikTok Live Diblokir Saat Demo, Ini Upaya
Pembungkaman Ekspresi Publik

Pemerintah mencoba membungkam ekspresi publik dengan dalih moderasi
konten dan mencegah disinformasi. Ini membatasi narasi politik publik, bukan

mendorong kepentingan publik. Pemerintah harusnya mengutamakan
transparansi dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

(®) Laode Rifeldi Nedan Prakasa

Gejolak politik Indonesia saat ini memicu gelombang ekspresi publik di ruang digital.
Publik mengekspresikan kekecewaan di media sosial, termasuk TikTok, atas
kebijakan fantastisnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPR.

Hal yang bertolak belokang dengan kondisi masyarakat yang sulit mendapatkan

pekerjaan dengan upah yang layak. Puncaknya, ada aksi represif aparat yang

menewaskan masyarakat sipil.

Sayangnya, alih-alih memberikan transparansi dan membuka ruang diskusi dengan
masyarakat, pemerintah mencoba membungkam ekspresi publik dengan dalih

“moderasi kenten” dan mencegah disinformasi

Pada bulan Agustus, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memang
sempat menghubungi sejumiah perwakilan platform media sosial seperti TikTok dan

Meta dan berencana akan memanggil mereka ke Jakarta.

Tak lama setelah itu, pihak TikTok Indonesia mengakui membekukan sementara fitur
live streaming. Alhasil tidak ada laporan jumalisme warga terkait kondisi terkini

langsung yang terjadi di lapangan.

Sumber : (M. A. Sari, 2025)

Selain TikTok, platform lain juga ikut terkena pembatasan. Instagram
mengalami sensor terhadap unggahan yang berkaitan dengan demonstrasi,
terutama konten video yang memperlihatkan aksi di lapangan. Beberapa akun
yang aktif melaporkan situasi demo bahkan diblokir secara sepihak. Hal yang
sama juga terjadi pada YouTube, di mana video-video demonstrasi yang tidak
sesuai dengan narasi resmi dihapus. Banyak aktivis dan jurnalis independen
mengaku akun mereka hilang atau tidak bisa lagi digunakan karena dianggap
menyebarkan informasi yang mengganggu ketertiban.

Gambar 9. Dan 10. Marak Demonstrasi Warganet keluhkan sulit mengungah
konten di Instagram

TEMPO = s vingun Birmpors

@ Politk

Marak D i, Warganet Keluhkan Sulit Mengungg
Ulang Konten di Instagram

SEJUMLAH pengguna media sosial X mengeluhkan kesulitannya
melakukan mengunggah ulang (repost) video dan foto ke story
Instagram mereka. Kesulitan itu terjadi di tengah situasi
demonstrasi di Jakarta buntut tragedi pengemudi ojek online
dilindas rantis Brimob.

Warganet dengan akun bernama Biru @drrreamysgurl mengaku
sulit melakukan repost story konten. "X aman tapi Instagram tidak
bisa repost ke story," ujar dia dilihat, Jumat, 29 Agustus 2025. Akun
ini kemudian mengunggah ulang latar belakang Instagram dengan
tulisan delete.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum llieltgulﬂkhll
analisis panjang perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab
gangguan itu. Ada banyak faktor pula yang mungkin menjadi
penyebabnya. Namun, Nenden mengatakan salah satu faktornya

permintaan pembatasan akses internet yang dilakukan pemerintah

atau aparat. "Atau karena gangguan jaringan akibat kepadatan

penggunaan di lokasi demonstrasi,” ujar dia saat dihubungi, Jumat,

29 Agustus 2025.

OKOMPASe

"Take Down” Konten di
Medsos Dikhawatirkan
Membatasi Kebebasan

Berpendapat

Rencana Kenenkendig memanggil Ttk dan Meta unuk mesita mescka mencabut
Yerten-dooten ang dila i, enah, an kebencian menaal ket

Sumber: (Tempo.co, 2025) dan (Kompas.com, 2025)
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Tindakan pemerintah ini menimbulkan kesan bahwa ada upaya untuk
menutup suara rakyat di dunia maya. Bagi sebagian besar masyarakat,
pembungkaman media sosial ini terasa seperti taktik agar publik hanya
menerima satu versi cerita: versi resmi yang sejalan dengan kepentingan
pemerintah. Sementara itu, suara dari lapangan yang mencoba
menggambarkan alasan sebenarnya dari demonstrasi menjadi semakin sulit
ditemukan.

Jika dilihat dari sudut komunikasi, peristiwa ini menunjukkan betapa
besar peran media digital dalam membentuk cara masyarakat memahami
suatu kejadian. Media massa arus utama dengan judul-judul beritanya mampu
menggiring opini publik bahwa demo hanyalah kerusuhan. Sementara media
sosial yang seharusnya bisa menjadi saluran alternatif justru dipersempit
ruang geraknya oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat kehilangan
kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih utuh. Selain itu, mahasiswa
UNISBA dan Unpas yang terkena dampak langsung dari kerusuhan juga
merasakan pembatasan ini. Mereka yang ingin berbagi pengalaman di media
sosial atau melaporkan kondisi kampus sering kali mendapati unggahan
mereka dibatasi atau bahkan dihapus. Padahal, komunikasi semacam itu
penting untuk menyuarakan kondisi nyata di lapangan. Ketika ruang
komunikasi dibatasi, mahasiswa menjadi tidak hanya korban kerusuhan
secara fisik, tetapi juga korban pembungkaman suara.

Dari hasil analisis di atas, terlihat jelas bahwa pemberitaan media
digital tentang demonstrasi tahun 2025 lebih menekankan pada sisi
kerusakan dan kekerasan, sementara inti masalah tidak dibicarakan secara
serius. Pemerintah memperkuat gambaran itu dengan membatasi arus
informasi di media sosial. Kombinasi antara framing berita dan
pembungkaman media ini membuat masyarakat melihat demonstrasi bukan
sebagai bentuk perjuangan rakyat melawan ketidakadilan, tetapi sekadar
ancaman keamanan yang harus segera diberantas. Media komunikasi pada
akhirnya menjadi arena tarik-menarik antara rakyat, media, dan pemerintah.
Rakyat berusaha menggunakan media sosial untuk bersuara, media arus
utama sibuk menampilkan sisi kerusuhan, sementara pemerintah
menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan informasi. Peristiwa
demonstrasi 2025 membuktikan bahwa komunikasi bukan hanya soal
menyampaikan pesan, tetapi juga soal siapa yang punya kuasa untuk
mengatur jalannya pesan itu.

Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa framing media digital dan
pembungkaman media sosial selama demonstrasi di Indonesia tahun 2025
telah menciptakan gambaran yang timpang di mata masyarakat. Rakyat tidak
mendapat informasi yang seimbang, mahasiswa mengalami trauma sekaligus
pembatasan suara, sementara pemerintah berhasil menjaga narasi tunggal
demi stabilitas politik. Situasi ini mengingatkan kita bahwa kebebasan media
dan kebebasan berkomunikasi adalah hal penting yang tidak boleh
dikorbankan, karena tanpa keduanya demokrasi akan kehilangan makna.
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Selain framing berita, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan
pembungkaman terhadap media digital dan media sosial guna mengendalikan
arus informasi. Salah satu contoh paling menonjol adalah penghentian layanan
live streaming TikTok pada masa puncak demonstrasi antara tanggal 15
hingga 20 Agustus 2025. TikTok Live, yang selama ini menjadi platform
populer bagi warga untuk menyebarkan informasi secara real-time dari
lapangan demo, dihentikan operasionalnya oleh pemerintah dengan alasan
menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi
memicu kerusuhan lebih lanjut. Selain TikTok, pembungkaman juga dilakukan
terhadap platform media sosial lain seperti Instagram dan YouTube, yang
mengalami sensor konten dan pembatasan akses terhadap akun-akun yang
dianggap menyebarkan narasi yang berpotensi menghasut atau mengganggu
stabilitas. Selain itu, akun-akun media sosial independen dan aktivis yang
meliput demonstrasi secara langsung juga mengalami pemblokiran dan
penghapusan oleh pihak berwenang.

Pembungkaman media digital ini menunjukkan adanya kontrol
komunikasi pemerintah yang ketat dalam mengelola wacana publik pada saat
krisis sosial. Strategi pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi ruang
bagi narasi demonstran yang bisa menjadi alternatif perspektif terhadap
pemberitaan resmi yang dominan. Dalam konteks komunikasi, langkah
tersebut adalah bentuk intervensi terhadap kebebasan media dan publik
untuk berkomunikasi serta mengakses informasi secara utuh. Hal ini sekaligus
mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mendominasi narasi publik
melalui pengendalian teknologi komunikasi massa.

media digital sebagai alat komunikasi modern yang sangat efektif, namun
sekaligus menjadi objek kontrol dan pembungkam oleh kekuasaan. Sejalan
dengan penelitian (Pitono & Dharmawan, 2025), yang menemukan bahwa
framing media yang negatif dan pembungkaman media sosial secara
bersamaan mengarahkan publik tidak hanya untuk melihat demonstrasi
sebagai ancaman keamanan, melainkan juga membatasi ruang dialog sosial
dan demokrasi yang terbuka. Dalam hal ini, media komunikasi menjadi arena
perebutan makna dan wacana dengan kekuasaan yang berusaha menjaga
stabilitas politik melalui pembatasan kebebasan informasi.

Framing ini selaras dengan teori komunikasi Robert N. Entman yang
menjelaskan bahwa framing media berfungsi untuk menonjolkan aspek
tertentu dari sebuah isu sambil mengabaikan aspek lain, sehingga membentuk
perspektif atau interpretasi tertentu pada audiens. Berdasarkan teori framing
komunikasi Robert N. Entman, analisis hasil di atas dapat dikaitkan dengan
proses framing media dimana empat fungsi utama, yaitu 1) media
menentukan masalah spesifik yang ingin ditonjolkan (define a specific
problem), dalam hal ini adalah kekerasan dan kerusuhan dalam demonstrasi;
2) media mendiagnosis penyebab masalah (diagnose a cause of the problem),
dengan menyasar pihak demonstran sebagai biang keladi kerusuhan dan
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kekacauan; 3) media membuat penilaian moral atas masalah tersebut (make a
moral judgment about the problem), yakni menempatkan aksi demonstrasi
sebagai tindakan yang mengancam ketertiban dan keamanan publik; dan
4) media menyarankan solusi (suggest remedies to the problem), yaitu
mendukung pembatasan informasi dan tindakan tegas pemerintah untuk
meredam demonstrasi. Melalui keempat proses ini, media secara efektif
membentuk interpretasi publik yang condong pada penggambaran negatif
tanpa mengupas akar persoalan secara mendalam. Hal ini diperparah dengan
intervensi pemerintah dalam pembungkaman media sosial yang menutup
ruang alternatif bagi suara-suara yang mencoba menghadirkan perspektif lain.
Akibatnya, media komunikasi berubah menjadi arena perebutan makna
antara kekuasaan dan masyarakat, di mana kebebasan berkomunikasi
terancam dan demokrasi mengalami erosi mendasar karena
ketidakseimbangan informasi dan tekanan kontrol politik yang kuat.

Framing pemberitaan di media digital dan pembungkaman media
sosial selama demonstrasi di Indonesia 2025 mencerminkan dinamika kuat
antara media, kekuasaan, dan masyarakat dalam kaitannya dengan politik dan
sosial yang kompleks. Pemberitaan yang lebih dominan menampilkan
kerusuhan dan anarkisme, sedangkan pembungkaman media digital
membatasi eksplorasi isu-isu mendalam dan kritik sosial. Fenomena ini
relevan untuk ditinjau ulang demi mendorong praktik jurnalistik yang lebih
berimbang dan kebijakan komunikasi yang menghargai kebebasan
berpendapat tanpa mengancam ketertiban sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa framing
media digital dalam pemberitaan demonstrasi tahun 2025 lebih menonjolkan
aspek kerusuhan, kekerasan, dan kerugian material, sehingga menutupi akar
persoalan yang melatarbelakangi aksi massa. Pemerintah memperkuat narasi
ini melalui pembatasan media sosial seperti penghentian TikTok Live dan
sensor konten di Instagram maupun YouTube. Sesuai teori framing Robert N.
Entman, media dalam hal ini mendefinisikan masalah (kerusuhan),
mendiagnosis penyebab (demonstran sebagai biang kerok), membuat
penilaian moral (demo dianggap anarkis dan mengancam stabilitas), serta
memberikan solusi (mendukung tindakan tegas pemerintah). Dengan
demikian, framing media dan intervensi pemerintah menciptakan persepsi
publik yang timpang dan mengikis nilai kebebasan berekspresi dalam
demokrasi.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak framing dan
pembungkaman media digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat
memandang demonstrasi, tetapi juga mempersempit ruang komunikasi publik
yang seharusnya terbuka. Mahasiswa, masyarakat sipil, dan jurnalis
independen yang mencoba menghadirkan perspektif berbeda justru
terhambat oleh sensor dan pemblokiran akun. Hal ini membuktikan bahwa
media digital, yang semestinya menjadi ruang demokratisasi informasi, justru
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menjadi arena perebutan makna antara kekuasaan dan rakyat. Dengan begitu,
fenomena ini menegaskan bahwa kebebasan media dan keterbukaan
komunikasi adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan erosi
demokrasi, disarankan media digital menerapkan praktik jurnalistik yang
berimbang serta pemerintah mengurangi pembatasan media sosial dengan
mengedepankan transparansi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan
literasi media agar mampu menilai informasi secara kritis sehingga ruang
komunikasi yang sehat dapat terjaga.
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